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PERATURAN
NOMOR:

BUPATI WAKATOBI
8 TAHUN 2OO9

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJABADAN KEPEGAWAIAN ONENNTI DAN PENOIOiXNT.I DAN PELATIHAN
KABUPATEN WAKATOBI

BUPATT WAKATOB|,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 7 peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun zobe ientani susu'an org"niJ"si dan
Jata, Kerlg lnspektorat 

_gapp;Ca,'.p"nunuran Modat, danLer'rbaga Tek'is Daerah Kab;;;6 wakatobi, maka dipandangper;u m€netapkan Kedudukan, frg", pokok, frngsi-i"n fataKerja Badan Kepegawaian DaJrah dan pendidikan danPelatihan Kabupaten Wat<atoni;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksuddalam huruf a, perru nrenetapkariperaturan Bupati wakatobi.

Mengingat 1' Undang-Undang Nomor B Tahun 1g74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana terah diubah 

-J"i'un 
Undang-Undang Nomor 43 'fahun lggg (Lembaran Negara Republikrnoonesia Tahun l ggg Nomor 16g, ramu,anln LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3gg0);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19gg tentangPenyerenggaraan..Negara yang Bersih dan Bebai dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lemblran Negara *.0*'* rndonesiaTahun 1999 Nornor 75, Tambahan Leilbrrrn r.t"g"ia Repubriklndonesia Nomor 3gS1);

3. undang-Undang Nom or 2g rahun 2o0B tentang pernbentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi ian 

- 
KabupatenKoraka Utara di provinsi surawesi f"ngg.r" (L"rn"on NegaraRepubtik tndonesia Tahun 2003 il;;;r'-io+l-'rrmbahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a33g);
4- undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pemlrentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembaran rr,lEgri" Repubriklndonesia Tahun 2oo4 Nomoi53, Tambahan remGln NegaraRepublik lndonesia Nomor 4399);
5. unda'g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Dae'ah (Lembaran Negara Repubrik rnd.nesL ranun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah OruOatr Olng;n Undang_undang Nonror g rahun 200s tentang penetap-an peraturan
Pernerintah pengganti Undang-Unoang Nomor b ianun 2oostentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

Cr1-
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terrtang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan Daeiah meniaoi undang-undang
(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2005 NJnror 10d
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Noror 4s4g)
dan diubah ragi dengan Unoang-undang ruomoi iz rahrrn 200titentang Perubahan Kedrra atas Unding-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang pemerintahan_oaerin tl"mf,rran ttegaraRepubrik rndonesia Tahun 2oog ttomoi sg, 

- 
Tarnbahan

Lembaran Negara Republik indonesia f,foroi +di;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perinrbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan perierinta Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo+ ttonr o, lza,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rnoonesia ruomor 443g);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun lggg tentang Koordinasi
Kegiatan rnstansi Vertikar di Daerah 1r-emoaian NegaraRepublik rndonesia Tahun lggg womor to, ramnanan
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373);

L Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang pedoman
Pembentukan organisasi dan perangkat Daerah (Lembaran
Negara Repubrik rndonesia Tahun zoda Nomo,. t+, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262):

9. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, peimindahan dan pemberhentiin pegawa'i
Negeri sipil (Lembaran Negara Republik rndonesiaiahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara n"pruril rndonesia
Nomor 4263);

10. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2oo7 tentangPembagian Urusan pemerintahan antara Femerintah]
Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintanan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lnoonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan- Lembaran rvJgara Repubrii
lndonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun zoor tentang
organisasi Perangkat. Daerah (Lembaran Negara Republil
lndonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Leribaran Negara
Republik lndonesia Nornor 4737);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200g tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan perierintahan
Daerah Kabupaten wakatobi (Lembaran baerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 200g tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja rnspektorat, Bappeda, Fenanaman
Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi rahun'2009 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati wakatobi Nomor i rahun 2009 tentang Tate
cara Penyusunan, pengajuan dan pembahasan perituran
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan lnstrukel
Bupati di Lingkungan Femerintah Kabupaten Wakatobi.



Menetapkan

Untuk menyelenggarakan
mempunyaifungsi 

:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG 
.KEDUDUKAN, TUGASPoKoK, FUNGSI 

. _DAi;' 
'^'iX,n 

KERJA BADANKEeEcAWAIAN .pA$nn ";ij_. 
pENDtDtKAN 

DANPELAnHAN KABupArr rri wnxi?iier.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten VVakatobi.
2' Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupaten wakatobi.3. Kepala Daerah adalah BupatiWakatobi.
4' Sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.5' Badan 

"d"ltl,-^1"99n Kepegawaian Daerah dan p.endidikan dan peratiha'Kabupaten wakatobi t"";;;,"fi1,nv" disingkat BKD dan Dikrat.6 
5:ffi4:iiil;:ffiir[ffi:1,:"0"' o"o"nu*,,u,' 

-ou",."n 
dan pendidikan da.

7' unit pelaksan:l1,leknis B-adan v:T,,::l",ljutnya di singkat Upr Badan adarahUpr Badan di ringkungan BKD oln oirrrt Kabupaten wakatobi.8' Kerompok Jabatan 
-Fungsiona, -:-ourlr. Kerompok Jabatan Fungsionar dilingkungan BKD dan Oif.friX"trpaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2(1) Badan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati,(2) Badan dipimpin oreh seorano 
.fepara Badan yang berada di bawah danbertanggung jawab L"p"J" drfati metalui set<retaris Daerah.

?:,gun mempunvaij:-g": 
,'*r"*r"n"lllu,!iu,n,r,^, tusas pemerintahan Daerah

8,fffr Ril:H,"?L;f";;nfi;m r:;#;'';;'J'lf ,""n oersirai spesirik di

pasal 4

tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan

a' Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;b. Penyiapan dan. perayanan administrasi kepegawaian meriputi pengangkatan,kenaikan oanokat, ieminoanan".o"n p"roJrn-riiln. Regawai rvegeii $ipirDaerah serta Iengangkatan, peminoatrin ;;; ;;;;erhentian daram dan darijabatan strukturar/irn6rlon"i';;;1 a"ng"n no#"","!t"noar dan prosedur yangtetah ditetapkan dengJn peratuian'p"runi"ng_rnlllg"r,
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c' Penyiapan- administrasi pensun *dan peneta.pan gaji, tunjangan dankesejahteraan 
fgqawai Neieri sipil Daeran "."rr"i dengan norma, standar danprosedur yang tetah ditetap[an oteh pemerint"ni"

d' Penyiapan administrasi dan pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah;e 
F:13[Tji'lX',]?","i;:llrrn"" prosram, penseroraan dan peraksanaan

f. Pengkoordinasian peraksanaan pembinaan disiprin pNS;
g' Penyiapan administrasi pengembangan dan promosijabatan;

Fd:fHilXT pembinaan terhadap upr Badan dan Kerompok Jabatan

'' 5"""ff.ilfi[tugas 
lain vang diberikan oteh Bupati sesuai cJengan tugas pokok

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan dan perlengkapan;

3) Subbagian program.

c' Bidang umum, Dokumentasi dan perencanaan terdiri dari :

1) Subbidang Umum dan Dokumentasi pegawai;
2) Subbidang per.encanaan pegawai.

d. Bidang pengadaan darr Mutasi pegawai terdiri dari :

1) Subbidang pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi Bidang r;
2) Subbidang pensiun, Kepangkatan dan Mutasi Bidang il.e' Bidang pengembangan dan pembinaan Disiprin terdiri dari :

1) Subbidang promosi Jabatan;
2) Subbidang pembinaan Disiptin.

f. Bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari :

1) subbidang Dikrat prajabatan dan Teknis Fungsionar;
2) Subbidang Diktat Struktural.

g, Unit pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) sekeretaris sebagainrana dimaksu,! naoa ayat (1) huraf b, dipimpin olehseorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e danhuruf f masing-masing dipimpin oreh seorang k"p"r" Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepali Aacjan.
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

sekretariat mempunyai tugas meraksanakan sebagian tugas Badan darammemberikan pelayanan arjminlstrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian,keuangan dan perrengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program,evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sekretariatmempunyaifungsi :

a' Pelaksanaan urusan ketatausahaan,, suralmenyurat dan kearsipan, kehumasandan protokorer, rumah tangga, a.dministrasi ieJegawaian, ketataraksanaan,pendidikan dan pelatihan apaiatur lingkup Badan r"rtr nrrrm dan perunoang-
undangan;

b' Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaankeuangan, perbendaharaan, verifikasi,' p"r"for* o"n pertanggungjawaban
keuangan;

c' Pelaksanaan urusan pengeroraan barang dan aset Badan;
d. Pengkoordinasian penyrrsrnan program, evaluasi dan peraporan programBadan; dan

e' Pelaksanaan tug.as lairr yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

pasal g

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian Program.

s.ubbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepata subbagian yang berada-di bawah oan oertangg-ung';i;an
kepada Sekretaris.

pasal g

subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis serta melaksanakan 
- 
urusin ketailusahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah 'trngga,

administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan apa&irr
lingkup Badan serta hukum dan perundang-undangan.

subbagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengt<oorOinaiian
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaln, verifikasi,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan ur,,ian
pengelolaan barang dan aset Badan.

(1)

(2)

(1)

(2)

j
ti

il

il

ii

ii

ii

ti

iii

iil
rit
'I



t)

(3) Subbagian program mempunyai.tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis serta meraksanakan pengko;roinasian" p*,ivrrrn"n program, evaruasidan pelaporan program Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Umum, Dokumentasi dan perencanaan

Pasal 10
Bidang umum Dokumentasi dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Badan daram menghimpun, mengorah, menganarisa,mendokumentasikan dan menyajikan oatJ dan informasi kepegawaian sertamelaksanakan perencanaan keOutunan pegawai.

pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 10, BidangUmum, Dokumentasidan perencanaan mempunyai fungsi .

a' Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Bidang Umu"n, Dokumentasi danPerencanaan;

b. Pelaksanaan kegiatan menghimpun, mengorah, menganarisa,mendokumentasikan dan menyajikan data dan informasi kepega*aian; -
c. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai;
d. Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan Bidang umum,Dokumentasi dan perencanaan; dan

e' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

pasal 12

Bidang Umum, Dokumentasi dan perencanaan terdiri dari :

a. Subbidang Umum dan Dokumentasi pegawai;

b. Subbidang Perencanaan pegawai.

s.ub Bidang sebagaimana dimaksud .pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepala subbidang yang berada iii odwan dan dertangg-ung'.ia;ao
kepada Kepala Bidang Umum, Dokumentasi dan perencanaan.

Pasa! 13

subbidang umum dan Dokumentasi pegawai mempunyai tugas menghimpunpedoman dan petcrnjuk teknis, menghimpun, 
'mengota[, 

,enganaii.u,
mendokumentasikan dan menyajikan data dan informasi kepegawaian.
subbidang Perencanaan pegawai nrempunyai tugas menghimpun pedoman
dan petunjuk teknis serta melaksanakan perencanabn keburtuhan'pegawai .

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keempat

Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai



Pasal 14

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Badan yang meliputi penyiapan administrasi pengadaan, muiasi,
pemberhentiart dan pensiun serta penetapan gaji pegawai sesr"rai Jengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang
Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyaifungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang pengadaan dan Mutasi pegawai;

b. Pengkoordinasian penyiapan administrasi pengadaan dan mutasi pegawai;

c. Penyiapan administrasi kenaikan pangkat pegawai;

d. Penyiapan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai;

e, Penyiapan administrasi penetapan gaji pegawai;

f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang pengiadaan
dan Mutasi Pegawai; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai terdiri dari :

a. Subbidang Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi Bidang l;
b. Subbidang Pensiun, Kepangkatan dan Mutasi Bidang ll.

(2) subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung'jawab
kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai.

Pasal 17

(1) subbidang Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi Bidang I mempunyai tugas
menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyiafian
administrasi pengadaan pegawai, kenaikan pangkat dan mutasi pdgawai
struktural dan fungsional umum serta penetapan gaji pegawai;

(2) Subbidang Pensiurr, Kepangkatan dan Mutasi Bidang il mempunyai tugas
menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyiapan
administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai, kenaikan pangkat dan
mutasi pegawai fungsional khusus.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Disiplin

Pasal 18

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Disiplin mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan pengembangan, promosi dan
pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 19

16



B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g, Bidang
Pengembangan dan pembinaan Disiprin mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan danpembinaan disiplin;

b. Pengkoordinasian pengkajian dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai, Negeri Sipil Daerah;

c. Penyiapanadministrasi promosijabatan;

d. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiprin pegawai;

e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang
Pengembangan dan pembinaan Disiplin; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 20
(1) Bidang Pengembangan dan pembinaan Disiplin terdiri dari :

a. Subbidang Promosi Jabatan;

b. Subbidang Pembinaan Disiplin.
(2) subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang yang berada-di bawah dan Sertangg"ung jawab
kepada Kepala Bidang pengembangan dan pembinaan Disiplin.

pasal 21

(1) subbidang Promosi Jabatan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan
petunjuk teknis, penyiapan administrasi pengembangaridan'promosi pegawai.

(2) Subbidang Pembinaan Disiplin ntempunyai tugas menghimpun pedoman dan
petunjuk teknis, memberikan pembinaan terhadap kedudukan hukum dan hak-
hak pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pNS dan
pejabat lain serta penegakan disiplin pegawai.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan dan Pelatihan qr

Pasal 22

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Nigori Sipil
Daerah.

Pasat 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang
Pendidikan dan Pelatihan mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;

b. Pengkoordinasian pengkajian dan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural;

d. Penyelenggaraan diklat prajabatan serta diklat teknis datr fungsional;

e. Penyiapan administrasi ujian dinas,



h.

I

Penyiapan administrasi tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas;
Pelaksanaan penyusunan program, evaruasi dan peraporan Bidang pendidikan
dan Pelatihan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

Pasal 24
Bidang Pendidikan dan pelatihan terdiri dari ;

a. subbidang Dikrat prajabatan dan Teknis Fungsionar;
b. Subbidang Diklat Strukturat.

subbidang sebagaimana dimaksud ay1 (1) masing-masing dipimpin orehseorang Kepara subbidang yang berada di' bawah'dan oJrtanggung;awaokepada Kepala Bidang pendidikan dan petatihan

pasal 25

Subbidang Dikrat prajabatan dan Teknis Fungsioinar mempunyai tugasmenghimpun pedoman- dan petunjuk teknis, metit<sanakan dikiat pratauaianserta diklat teknis can fungsional, menyiapkan aominlstrasi ikatan dinas sertaizin belajar dan tugas belajar bagi pegawai fungsional umum dan fungsionalkhusus.

subbidang Diklat s.truktural mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, melaksanakan diklat itrrktriat, r"nv]rpr."n administrasi izinbelajar dan tugas betajar bagi pejabat struktural.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

pasal 26
(1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk UpT Badan.
(2) UPI- Badan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknisoperasional dan teknis penunjang Badan. fr
(3) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi

dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan peiaturan Bupati. !
(4) UPT Badan dipimpin oreh seorang Kepara yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal2T
Di lingkungan Badan dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ndnanu,
Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian sesuai kgahlian
dan kebutuhan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,

f.

g

1.

2.

(1)

(2)

(1)

(2)



(3)

(4)

(5)

(6)

10

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yangdiatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-unoingan 
vrngberlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung javiab kepada Klpala Badan.
Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan bebern kerjaberdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. i

BAB IV

TATA KERJA
pasal 2g

Dalanr melaksanakan tugas, Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang, KepalaSubbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip kooidinasi, inieirasi oansingkronisasi baik daram ringkungan kerjanya mlrprn di ruar tingkunian t<erjaBadan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang di
lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terladipenyimpangan agar mengambil langkah-langkah ylng diferlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang Oertaku.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta f,etunjrt O"trtpelaksanakan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan taporan ne*ita-[aoi
waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untu( memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuai organisasi lain yang secara ti
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehpimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakari rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan tsadan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 34

Dgngan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau
tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakanlioak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya daram Berita Daerah rabupiten wakatobi.

Ditetapkan di Wangi- Wangi
padatanggal Js-o - 2009

6.BUPATI WAKATOBI,

(--/ llt< Ua-_
U

HUGUA
Diundangkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 29 a, 2009

SEKRETARIS D KABUPATEN WAKATOBI,

N LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO8

NOMOR: B
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